A. Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat, perjanjian adalah satu hal pasti yang tidak
dapat dipisahkan. Ketika dua pihak sepakat atau berjanji dimana satu pihak berbuat
suatu hal dan pihak lainnya menuntut suatu hal tersebut, maka hal ini dapat
dikatakan sebagai perjanjian.! KUHPerdata memberikan pemahaman tentang
perjanjian yang terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdata, yakni dimana seseorang
mengikatkan dirinya kepada satu atau beberapa orang lainnya. Di Indonesia dikenal
beberapa jenis perjanjian, salah satunya adalah perjanjian bernama yaitu perjanjian
yang disebut dalam KUHPerdata Buku ketiga Bab V sampai dengan Bab XVIII
dan terdapat ketentuan tentang pelaksanaan perjanjian tersebut. Misalnya
perjanjian hibah, tukar menukar, jual beli dan sebagainya. Dan perjanjian tak
bernama yaitu perjanjian yang secara khusus tidak disebut dan diatur dalam
undang-undang. Misalnya perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit,

dan leasing 2

Dalam pelaksanaan perjanjian untuk memenuhi prestasinya dapat dilakukan
dengan pembayaran secara berangsur. Hal ini disebutkan dalam POJK
N0.29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
Pasal 1 butir 10, bahwa untuk pembiayaan atas pengadaan barang atau jasa yang
dibeli oleh pihak debitur dapat dibayar secara angsuran kepada pihak yang

menyediakan jasa atau barang.

Debitur dibebankan suatu kewajiban sehingga kreditur memiliki hak untuk
meminta atau menuntut terpenuhinya prestasi dalam perikatan yang ada pada

perjanjian tersebut.® Dalam suatu perjanjian dapat muncul keadaan-keadaan yang
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dapat menyebabkan tidak dapat dilakukannya maksud dan tujuan dari perjanjian
yang telah disetujui oleh para pihak, keadaan tersebut dapat berupa para pihak yang
melakukan wanprestasi, perbuatan curang, kekeliruan, dan keadaan memaksa atau
yang biasa dikenal sebagai force majeure.* Pasal 1243 KUHPerdata menerangkan
bahwa pihak yang beranggapan dirinya telah dirugikan karena adanya wanprestasi
dapat meminta ganti rugi. Namun jika wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu
pihak bukan karena kesalahannya atau karena adanya keadaan memaksa maka
wanprestasi tersebut tidak dapat dituntut dengan ganti kerugian, hal ini dijelaskan
dalam Pasal 1245 KUHPerdata.

Pasal 1245 KUPer menyebutkan tentang keadaan memaksa dimana sang
debitur tidak dapat memenuhi prestasi karena adanya suatu peristiwa atau keadaan
yang di luar dugaan dan peristiwa atau keadaan itu debitur tidak bisa dinyatakan

wanprestasi atau lalai sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadanya.®

Terdapat beberapa macam keadaan memaksa salah satunya adalah keadaan
memaksa relatif, yaitu suatu keadaan dimana dalam sementara waktu debitur tidak
dapat memenuhi prestasi dalam perjajian tersebut, namun prestasi masih bisa
dipenuhi kembali setelah dampak dari peristiwa atau keadaan tersebut hilang.®
Terjadinya wabah pandemi Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 dapat

dikatakan sebagai keadaan memaksa temporer.’ Pemerintah Indonesia menyatakan
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pandemi virus corona COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Melalui Kepala
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Presiden mengumumkan status tersebut
pada 14 Maret 2020.2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bencana yaitu bencana
alam, bencana non alam, dan bencana social. COVID-19 dapat dikategorikan
sebagai bencana non alam karena merupakan wabah penyakit. Presiden Joko
Widodo (Jokowi) memberi kemudahan angsuran kredit bagi pekerja informal
yang langsung terkena dampak dari COVID-19. Hal ini berarti, pekerja informal,
nelayan, supir taksi, pengemudi ojek daring, dan pelaku usaha UMKM dapat
meminta keringanan angsuran kredit kepada_bank, dan perusahaan pembiayaan
(multifinance).® Para debitur perbankan diberikan kelonggaran oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dan diberi pemahaman terkait suatu regulasi yang telah ditentukan
untuk mengatur keadaan ini tertuang dalam Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020
tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical
Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Dalam Peraturan OJK 11 tahun
2020 tersebut, diberikan kemudahan berupa keringanan atau relaksasi angsuran

kepada pada debitur.*®

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas maka penulis
berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul “KERINGANAN
ANGSURAN DALAM PERJANJIAN KREDIT SEBAGAI AKIBAT KEADAAN
MEMAKSA KARENA COVID-19 DI INDONESIA”.
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